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ABSTRACT

In the fourth paragraph of the preamble of the 1945 Constitution, the
Government of Indonesia has the objective of protecting the entire Indonesian
nation and the blood of Indonesia, promoting the common good, enlightening
the life of the nation and participating in a world order based on freedom,
eternal peace and social justice. To achieve this goal, the State of the Republic
of Indonesia collect tax revenues, the state collects taxes from the public.
Financial Capability of Taxpayers in performing tax payment obligations to
assist the Government plays an important role.

The financial capability possessed by the Taxpayer is not always good in
terms of liquidity or solvency. Financial Condition of Taxpayer in making
payment of tax or debt other than tax can cause Taxpayer to experience
Bankruptcy. One form of government effort in collecting taxes on uncooperative
taxpayers is by enforcing the Gijzeling policy.

Gijzeling as mentioned in Article 1 number 18 of Law no. 19 of 1997 is
a temporary restraint of the time of the Taxpayer's freedom by placing it in a
certain place. Gijzeling this as one of the forced tools used by the Directorate
General of Taxation to force taxpayers to pay off tax payable that must be paid
to the state. Gijzeling can only be done to the Tax Insurer who has a tax debt of
at least Rp. 100.000.000,00 (One Hundred Million Rupiah) and doubt its good
faith in paying off tax debt.

Keywords : Taxpayer Institution, Gijzeling, Bankruptcy, Good Faith



RINGKASAN

Kewenangan Kurator Terkait Gijzeling Direktorat Jenderal Pajak
Terhadap Wajib Pajak Badan Dalam Pailit Yang Beritikad Baik

Disertasi ini merumuskan 2 (dua) isu hukum yaitu: 1. landasan filosofis
terkait Kewenangan Kurator dalam Gijzeling yang dilakukan Direktorat Jenderal
Pajak terhadap Wajib Pajak Badan Dalam Pailit; 2. landasan filosofis terkait
makna Itikad Baik Wajib Pajak Badan Sebagai Dasar Pertimbangan Direktorat
jenderal pajak Untuk melakukan Gijzeling;

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan
perbandingan, dan pendekatan Filosofis. Pendekatan perundang-undangan untuk
mengkaji hukum positif yang berlaku yaitu UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor
19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, UU Nomor 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang
dalam ilmu hukum untuk menemukan ide yang melahirkan konsep-konsep
hukum, pengertian hukum maupun asas hukum yang diperlukan untuk
menyelesaikan penelitian. Pendekatan Perbandingan digunakan untuk
membandingkan undang-undang tantang Kepailitan, Insolvensi, dan Syarat-
Syarat Kepailitan di Indonesia dengan peraturan yang mengatur hal yang sama
di negara lain. Pendekatan Filosofis digunakan untuk mengkaji secara mendalam
terkait implikasi hukum dalam penelitian disertasi ini.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder dan Tertier dengan menggunakan langkah-langkah penelitian yang
meliputi menentukan isu hukum, menentukan aturan hukum yang relevan,
menganalisa dan menginterpretasikannya untuk ditarik kesimpulan.

Penelitian Disertasi ini menghasilkan temuan, yaitu: 1. Kurator memiliki
Kewenangan Mutlak berupa Kewenangan Atributif terhadap Wajib Pajak badan
dalam Pailit, sehingga semua tindakan atau perbuatan hukum berupa Gijzeling
terhadap Wajib Pajak Badan oleh Direktorat Jenderal Pajak selama proses
kepailitan harus memperoleh Izin dari Kurator, termasuk membebaskan
Gijzeling yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak
yang di putuskan Pailit oleh Pengadilan Niaga; 2. Makna Konsep Itikad Baik
Wajib Pajak Badan sebagai pertimbangan untuk dilakukan Gijzeling oleh
Direktorat Jenderal Pajak berhubungan erat dengan Prinsip Moral, Etika dan
Kewajiban Positif dari Petugas Pajak dan Wajib Pajak Badan.
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Berdasarkan temuan disertasi disarankan 2 (Dua) hal yaitu: 1. Presiden
dan DPR Republik Indonesia sebagai Otoritas yang berwenang dalam
pembentukan Undang-Undang hendaknya segera melakukan penataan kembali
terkait dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terkait dengan Batasan Jumlah Utang
dan Kondisi Keuangan (/nsolvency Test) Debitur sebagai syarat untuk diajukan
kepailitan kepada Pengadilan Niaga; 2. Presiden dan DPR Republik Indonesia
sebagai Otoritas yang berwenang dalam pembentukan Undang-Undang
hendaknya segera melakukan penataan kembali terkait dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, terkait
dengan Kriteria/Makna Itikad Baik ke dalam Batang Tubuh Undang-Undang
agar terdapat Kepastian Hukum dan Keadilan bagi Direktorat Jenderal Pajak
Wajib Pajak terkait dengan Gijzeling dalam rangka Penagihan Pajak secara
Aktif.
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